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REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia (selanjutnya disebut
sebagai "Pihak"),

Mengingat hubungan persahabatan dan kerja sama yang ada antara dua Negara,
Pemerintah, dan Masyarakat;

Berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang telah
terjalin antara kedua negara melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan;

Dengan mempertimbangkan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan
Bangsa Bangsa untuk memberikan kontribusi bagi perdamaian dan keamanan dunia;

Bertindak dalam semangat kemitraan dan kerja sama dengan ingin
mengembangkan hubungan baik di bidang pertahanan, dalam rangka untuk saling
menghargai, meningkatkan kepercayaan diri, dan saling pengertian,

Menyadari bahwa memperkuat kerja sama di bidang pertahanan akan
menguntungkan bagi pertahanan nasional kedua negara, khususnya Angkatan
Bersenjata;

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-
masing negara.

Telah menyetujui sebagai berikut:




PASAL |
DEFINISI

Istilah yang digunakan dalam Memorandum of Understanding (MoU) didefinisikan
sebagai berikut:

1. "Pihak Pengirim" berarti negara yang mengirim personil, aset dan peralatan ke
wilayah Pihak Penerima;

"Pihak Penerima" berarti negara di wilayah yang personil, aset dan peralatan
dari Pihak pengirim berada;

"Personel" berarti personel militer dan sipil yang bekerja dalam lembaga-
lembaga dan badan-badan para Pihak.

PASAL Il
TUJUAN

Tujuan MoU ini adalah untuk membangun prinsip-prinsip umum dan prosedur-
prosedur kerja sama antara Para Pihak dalam bidang pertahanan.

Para Pihak wajib bekerja sama atas dasar prinsip-prinsip kesetaraan, timbal
balik dan kepentingan bersama, dan menghormati penuh kedaulatan dan
integritas wilayah masing-masing negara.

PASAL Il
KOMPATIBILITAS DENGAN PERSETUJUAN-PERSETUJUAN LAINNYA

MoU ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak yang timbul dari
perjanjian - perjanjian internasional yang secara individual atau bersama-sama telah
dibuat dengan negara-negara lain atau organisasi internasional.

PASAL IV
OTORITAS YANG BERKOMPETEN

Otoritas yang Berkompeten bertanggung jawab atas implementasi MoU ini
adalah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian
Pertahanan Republik Serbia.

Untuk tujuan pelaksanaan MoU ini, Otoritas yang Berkompeten dari Para
Pihak dapat membuat pengaturan-pengaturan tambahan.




PASAL V
AREA KERJA SAMA

Para Pihak dapat bekerja sama dalam bidahg-bidang berikut:

Kebijakan Pertahanan dan Strategis;

Dukungan Logistik dan Kerja Sama Industri Pertahanan;

Pendidikan dan Pelatihan, dan

Kerjasama lain atas dasar kepentingan bersama yang disepakati oleh Para
Pihak atau Otoritas yang Berkompeten.

PASAL VI
BENTUK KERJA SAMA

Kerja Sama antara Para Pihak dapat dilakukan melalui:

Kunjungan Pejabat;

Dialog Pertahanan dan Strategis,

Pertukaran Intelijen,

Pertukaran Pengalaman dan Konsultasi:

Program Pelatihan dan Pendidikan;

Partisipasi dalam Konferensi, Simposium dan Seminar:

Pengadaan alat-alat pertahanan, transfer teknologi, bantuan teknis kerja sama
industri pertahanan, dan

Bentuk-bentuk lain dari kerja sama yang disepakati oleh Para Pihak atau
Otoritas yang Berkompeten.

PASAL VI
KOMITE BERSAMA

Sebuah Komite bersama dibentuk untuk secara efektif mencapai tujuan MoU
ini. '

Rapat akan diketuai oleh pejabat-pejabat senior pertahanan yang berwenang
dari kedua Pihak.

Komite Bersama wajib:

a.  Mengindentifikasi bidang-bidang kerja sama yang menjadi kepentingan
bersama;
Merekomendasikan kegiatan dan program kerja sama dalam kerangka
MoU ini;




Mengkoordinasikan, memantau, dan mengendalikan pelaksanaan
kegiatan dan program-program kerja sama;

Mereview dan mengevaluasi pelaksanaan MoU ini:

Menyampaikan laporan kepada Menteri Pertahanan masing-masing dari
kedua Pihak:

Menyelesaikan permasalahan atau perbedaan pandangan dari
implementasi MoU ini.

Komposisi anggota Komite Bersama harus disepakati bersama oleh kedua
Pihak.

Komite Bersama akan bertemu sekali dalam dua tahun atau apabila
diperlukan pada tempat dan tanggal sebagaimana yang disepakati bersama.

Komite Bersama dapat membentuk sub-komite dan ketika dianggap perlu
untuk melaksanakan kegiatan kerja sama, program, atau tugas-tugas khusus
lainnya. Sub-komite harus melaporkan kepada Komite Bersama.

PASAL VI
PERTUKARAN INFORMASI

Selama pelaksanaan MoU ini, Para Pihak akan melakukan pertukaran
informasi yang bersifat tidak rahasia.

Pertukaran dan perlindungan informasi rahasia dibuat dengan pengaturan

terpisah.

PASAL IX
BIAYA-BIAYA

Pihak tuan rumah dari pertemuan Komite Bersama akan menanggung biaya
pertemuan dan penyambutan, yang dikeluarkan dalam mengadakan
pertemuan tersebut. Setiap Delegasi Para Pihak harus menanggung biaya
perjalanan sendiri untuk menghadiri pertemuan.

Biaya-biaya lain yang timbul dalam pelaksanaan MoU ini dibuat dengan
pengaturan keuangan yang terpisah oleh kedua Pihak.




PASAL X
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Selama pelaksanaan MoU ini, Para Pihak dapat membuat perjanjian terpisah tentang
perlindungan hak-hak atas kekayaan intelektual.

PASAL XI
KETENTUAN UMUM

Para Personil dari Pihak Pengirim wajib untuk mematuhi hukum-hukum,
peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Pihak Penerima pada kegiatan
yang dilakukan dalam rangka MoU ini di wilayah Pihak Penerima.

Kewenangan disiplin untuk Personel Pihak Pengirim ada pada Komandan
mereka, atau PNS senior atau perwakilan militer di wilayah Pihak Penerima.

Untuk setiap tindak pidana yang dilakukan di wilayah Pihak Penerima,
Personel Pihak Pengirim akan tunduk di bawah aturan hukum Pihak
Penerima.

Masing-masing Pihak menghapuskan klaim untuk kompensasi dalam kasus
kematian, cedera atau kerusakan yang mungkin terjadi pada Personel atau
properti Pihak yang timbul dari tindakan atau kelalaian yang disebabkan oleh
Personel Pihak lain dalam pelaksanaan MoU ini.

Sebagai pengecualian ayat (4) pada Pasal ini, kompensasi dapat diklaim
dalam hal bahwa tindakan atau kelalaian telah terjadi karena kesalahan yang
disengaja atau kelalaian. Dalam kasus seperti itu, klaim harus diselesaikan
melalui negosiasi langsung antara Para Pihak tanpa dirujuk ke Pihak ketiga
untuk penyelesaian.

Dalam kasus kematian, cedera atau kerusakan yang disebabkan kepada
pihak ketiga oleh Personel Para Pihak dalam pelaksanaan MoU ini, Para
Pihak harus menyepakati pembayaran ganti rugi. Jika kesepakatan tidak
dapat dicapai, kasus harus dirujuk ke pengadilan yang kompeten dari negara
di mana insiden yang mengakibatkan kerusakan terjadi.




PASAL Xii
PERAWATAN MEDIS

Dalam hal kebutuhan, Pihak Penerima dapat memberikan perawatan darurat medis
dan gigi tanpa penggantian untuk Personel Pihak Pengirim pada saat berada di
wilayahnya untuk tujuan pelaksanaan MoU ini.

PASAL Xl
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi sengketa mengenai penafsiran dan pelaksanaan MoU ini,
kedua Pihak akan mengadakan pembicaraan pada tingkat Komite Bersama
untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

Dalam hal terjadi kegagalan penyelesaian pada tingkat ini, Kedua Ketua
Bersama dari Komite Bersama akan merujuk hal tersebut kepada para Pihak,
jika perlu melalui saluran resmi.

PASAL XIV
AMANDEMEN

Para Pihak dapat membuat perubahan terhadap MoU ini setiap saat dengan

persetujuan tertulis bersama. Amandemen disepakati akan berlaku menurut Pasal
XVl dari MoU ini.

PASAL XV
PENGHENTIAN

Salah satu Pihak dapat menarik diri dari MoU ini dengan mengirimkan
pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya. MoU berakhir enam bulan
setelah diterimanya pemberitahuan tertulis.

Dalam kasus MoU ini diakhiri, semua kegiatan dimulai pada periode saat
MoU masih berlaku, harus dilakukan dalam kondisi yang sama seperti yang
diterapkan pada saat kegiatan dimulai.

Dalam kasus pemutusan MoU ini, pengaturan dari Pasal IV, ayat 2, MoU ini
akan tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh pengaturan tersebut.




PASAL XVI
PEMBERLAKUAN DAN DURASI

MoU ini mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan kedua oleh
Pihak yang menginformasikan satu sama lain dari pemenuhan prosedur
internal mereka diperlukan untuk MoU mulai berlaku, sesuai dengan
undang-undang nasional mereka masing-masing.

MoU ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang secara otomatis selama 5 (lima) tahun kecuali salah satu Pihak

memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis mengenai keinginannya untuk
mengakhiri MoU ini.

Dilakukan di Jakarta pada tanggal ... \2 Septembec 200 4aiam dua

rangkap asli dalam bahasa Indonesia, Serbia dan Inggris. Dalam hal adanya
perbedaan dalam penafsiran MoU ini, versi bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH
EPUBLIK INDONESIA REPUBLIK SERBIA
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BJIAIE PEITYBJIMUKE CPBUJE

O CAPAIIBU Y OBJIACTHU OJIBPAHE




Brnaga Peny6nuxe Hujonesuje m Bnana Peny6inxe Cpbuje (y nameMm Tekcry:
,CTtpane”),

y3umajyhu y o03up npujatesbcke M KOONEPATHBHE OJHOCE KOJH IOCTOjE usmelhy ase
JpXKaBe, BUXOBUX BJIaJla U HApo/a,

Yy KebU 1a capaamoM y obnactu onbpare, yHanpe/e H ojauajy Guiarepaine ogHOCe
n3Mely 1Be npxase,

nonasehst ox mmbeBa u npuHmmana [losese Yjeaummenux Haumja, y JKe/BH Ja
NONIPUHECY MUDY Y CBETY,

noHamajyhu ce y jayXy mapTHepcTBa M capajie M ca keboM Ja Ce PasBHjy J100pu
omHocu y obmacti onbpane, pamu ToGOJbIIAKA Y3ajaMHOT MOIITOBAMA, NOBEPEHA M
pasyMeBama,

CBECHE uMIbeHHUE 1a he jauame capanme y obnacTu o0paHe OWTH KOPHCHO 3a
cucreMe ondpate obe apxane, a MOCEOHO 3a BUXOBE OPYXkAHE CHAre,

Y CKIIany ca BaxxehuM 3axkonuma u [IpOIHCUMa JIBE JIpKaBe,

cropasymese cy ce o ciejiehem:

Yaan 1.
Jepnuunnje

Tepmuny koju ce KOpHCTE Yy 0OBOM MeMOpaHAyMy O pasymeBarmy (y JlaJbeM TEKCTY:
»MoP”) nmajy ciesiehe 3naueme:
(1) ,,Crpana nommpanan™ o3Hauasa ApikaBy Koja Wwabe 0coOIbe, Cpe/CTBa U ONpeMY Ha
TEPUTOpH]jy pkaBe CTpaHe IpuMaona;
(2) ,Crpana mpumanan” osHauaBa ApkKaBy Ha umjoj TCPUTOPHJH Ce Hamasze 0codibe,
cpeacrtsa u onpema CTpane Hommbaona;

(3)  .Ocobme” o3mauaBa BojHA 1 LUMBHIHA THIA HA CIYKOU Yy HHCTHTYIM]jaMa ¥ OpraHuMa
Crpana.

Yoaau 2.
s

(1) Huse osor MoP je yemocrasibare ONIITHX MPUHLUMOA | nporueaypa 3a capaimwy
Crpana y obnactu on6pane.

(2) Capammwa wusmely Crpana 3acuuBa ce Ha IPHHIKITHMA  PABHOIIPABHOCTH,
PELMNPOLMTETa W 33jeHHYKHX HHTEPECa, Ka0 H IYHOr [OLITOBAHA CYBEpEHHTETa M
TEPHTOPHJATHOT HHTErpUTETa 00€ APKaBe.




Yaau 3.
Onnoc MoP ca apyrum yrosopuma

OBaj MoP nehe ytunatn ma npaBa u obasese CrpaHa Koje HpOHCTHUY H3
Mel)yHapoIHHX YroBOpa Koje Cy N0je/IMHavHO MM 3aje/IHO 3aKIbyunJie ca JPyTHM JIpkaBama
WK Mel)yHapOIHUM OpraHu3anujama.

Ynan 4.
Hapnesxnu opranu

(1)  Hamnexxnn opranm 3a cnpoeoheme oBor MoP cy MumnucrapcrBo onfpane
Peny6imke Mnnonesnje 1 Munucraperso onbpane Peny6nuke Cp6uje.

(2) Panu peanusanuje opor MoP, naiexuu opranu Crpana MOry j1a 3akibyde nocebHe
yroBope.

Yonan 5.
Obaacru capaame

Crpane Mory capaljuBaru y cienehum o6nactuma:

1) onGpambeHe U cTpaTerujcke NoJIUTHKE;

2) IorucTHUKe NoJpIuKe U oa0pambene HHayCTpHje;

3) mKonoBamwa u 00yke, u

4) npyrum obnacTUMa 0J1 3ajeJIHMUKOT HHTepeca, 0 Kojuma ce CTpaHe Wi HHXOBH HaIekHH
OpraH# J0roBope.

Yaan 6.
O6mmmm capaame

Capanma n3mehy CtpaHa MOKe ce OCTBapUBATH My TEM:

1) 3BaHUYHMX 110CETA;

2) koHcynITanMja y obnactu oxbpane u crpareruje;

3) pa3meHe o0aBelTajHAX 110/1aTaKa;

4) pa3MeHe HCKyCTaBa U KOHCYJITalHja;

5) nporpama o6yke | IIKOJIOBambA;

6) yuemha Ha KoH}pepeHIHjaMa, CHMITO3HjyMHMA 1 CEMUHAPHMA;

7) kynosuse o16paMGeHIX MPOU3BO/IA, TpaHchepa TEXHONOrH]e, TEXHHUKe ToMohH y OKBHPY
capajime y obsactu ondpambene HHIyCTpHje, U

8) Ha fipyre Haunne 0 Kojuma ce CTpaHe WIIH IBHXOBA HAJUIEKHH OPraHH JIOrOBOPE.




Yoaan 7.
3ajennuuka komucnja

(1) 3ajennuuxa komucuja he GutH dopmupana y muiby JEIOTBOPHOI OCTBApHBAHA
1MJbeBa oBor MoP.

(2) Cacrammuma he kompeaceapaTv BHCOKH 3BAaHMYHHMIM M3 OOIacTH onbpaue
Crpana.

(3) 3ajennmuxa komucuja he:

a) AepuHUCATH 3ajeTHIYKE IUIBEBE U IUTamba 01 060CTPaHOr HHTEpeca;

0) MpenopyunBaTH aKTHBHOCTH M IPOIPaMe capajime Y okBipy MoP;

B) KOOPAMHHMDATH, NDaTHTH M KOHTPOJMCATH pEATH3AIjy THX AKTHBHOCTH M
nporpamMa capae;

I') BPLIATH MIPETJIel U IaBaTH OLeHy o ciposohemy MoP;

J1) IOJIHOCHTH U3BENTaje MUHUCTPUMa 0s1bpane 06e Crpane:;

b) pemasaty Hecropasyme i Heclarama y normesy cnpoBohema MoP.

(4) Crpane he ce 3ajeTHHYKH TOTOBOPUTH O WIAHOBHMA KOJH UHHE CACTaB 3ajeaHuuke
KOMHCH]E.

(5) 3ajennuuxa koMucHja cacTajahe ce jeIHOM Y JIBE TOJMHC HIH ¥ ciy4ajy notpebe, a
MECTO M JIaTyM O/IpKaBara cacTanka Ouhe 3ajeIHHUKH 1OrOBOPEHH.

(6) Kana onenm na je TO HEONXOIHO 3a CHpoBOhEHE AKTHBHOCTH, uporpama Mid
ApYTHX KOHKPETHMX 3a/]1aTaKka y OKBHPY capajise, 3ajelHHYKa KOMHCH]Aa MOXKe YCIIOCTABUTH
norkomucuje. ITorkomucuje he 3a cBoj pax oxrosaparn 3aje/THUYKO] KOMHCH]H.,

Ynan 8.
Paszmena nogaraka

(1) Toxom peanmsaumje MoP, Ctpane he pa3sMersHBaTH HCKJbYYHBO IOJaTKe 32 jaBHy
ynotpe0y.

(2) Pasmena u 3amrmura Tajuux nogataka 6uhe peryicana noceGnyM YIOBOPOM.

Yuan 9.
Tpomkosu

(1) Crpana xoja je momahun cacramka 3ajenmuxe KOMHCHj€, CHOCH TpPOUIKOBE
pealnsanuje cacTaHka, Ka0 M TPOLIKOBE YrOCTHTEIbCKMX yenyra (CMemTaj M HCXpaHa).
Heneramuja cBake on Crpana croculie concrpene IYTHE TPOUIKOBE KOJH HACTAHY y BE3H ca
bUXOBUM MPHCYCTBOBAKEM THM CACTAHIMMA.




(2) Octanu TpomKoBH N0 KojuX aohe TOkoM peanmsauuje oBor MoP 6uhe npeamer
noceOHOr (uHAHCHjCKOT apamimana koju he Ctpane melyyco6HO 3aK/byUnTH.

Ynan 10.
3amTHTA NPaBa HHTEJIEKTYAIHE CBOjHHE

Panu peanmusaumje osor MoP, Ctpane Mory 3ak/byunTd moceGaH yroBop O 3alTHTH
IpaBa MHTEJIEKTYaIHE CBOjHHE.

Yonau 11.
Onmre oapende

(1) ToxoMm akTMBHOCTH KOje ce, y CkJiafy ca oBHM MoP, peanusyjy Ha TepuTOpHjH
npxase Crtpane npumaona, ocobsbe CrpaHe nommbaola je 0b6aBe3Ho jia TOMITYje 3aKOHE,
nponwuce u npoueaype Crpase npumaona.

(2) Ocobme Crpane nommspaona AUCHUIUIMHCKA je OJTOBOPHO CBOM KOMAHJAHTY,
OJIHOCHO BHINIEM JIPKABHOM CJIYKOECHHKY HITH BOJHOM NPEICTABHHKY HA TEPHTOPH]H JPKABE
Crpane npumaona.

(3) 3a cBako MOUMILEHO KPUBHYHO JIETO HA TepHTOpHjU ApxkaBe CTpane npuMmaona,
ocobsbe Ctpane nommusbaona, 6uhe 1o KpUBUIHOM jypucaukunjom CrpaHe IpuMaoia.

(4) Cpaka on CrpaHa ofpuue ce MOTPaXMBAha HAKHAJAE IITETE y CJydajy CMpTH,
II0BpEJIE WIIK IITETE, KOje MOT'y 3aleCHTH 0cobsbe MM UMOBHHY Te CTpaHe, a Koje MPOUCTHIY
U3 YMIbCHA WM HEYMIbEHA IPOY3POKOBAHMX Ofi cTpaHe ocobiea japyre CrpaHe y TOKY
peanusaimje oBor MoP.

(5) Usyzerno on oapenbe crasa (4) oBoOr wiaHa, 3aXTE€BM 3a HAKHAY LITETE MOTY Ce
NOTPXHBATH y CIIydajy akO Ce TO YMILEHC WIM HEUHHCHC M3BPIIH HAMEPHO HIIM yCIie)
rpybe Henaxme. Y TOM ciy4ajy, 3aXTeBH 3a HakHajay IuTeTe pemaBahie ce JMPEKTHUM
nperoBopuma u3Mely Ctpana, 6e3 1ipesaarma Tpehoj CTpaH# Ha pelaBame.

(6) Y ciyuajy cMpTH, noBpejie WM mmTete Koje Tpehoj cTpann nanece oco6sse Ctpana y
TOKY BpILEba aKTHBHOCTH y ckiany ca osuM MoP, Crpane he ce noroBoputi y Be3u ca
miahawmeM HakHaze. YKOJIMKO ce JIOTOBOP He ITOCTHTHE, ciiyyaj he GUTH npeaT HauIeKHUM
CYJIOBHMA JIPJKABE y KOjO] C€ IOr0/IH0 HHIIHJICHT KOJH j€ POY3POKOBAO LITETY.

Yoaau 12.
MeaunmHeKa 3a1THTA

Crpana npumanar npyxuhe, y ciydajy norpebe, 6e3 HakHajie, XHTHY MEHIMHCKY H
CTOMATOJIOWIKY 3aTUTy 0cobby Crpane nommbaona ok OOpaBH Ha TEPHTOPHUjH JPiKaBe
Crpane npumaona y /by peanusaruje oor MoP.




Yaan 13.
Pemapame cnioposa

(1) Y cnyuajy 6uno KakBor cropa y Besu ca TyMauemeM cripoBohermeM oBor MoP,

npencrasruiy Crpana he, y oxkBupy 3ajeqHuuke KOMHCH]e, IPETOBAPATH Y IHIbY PELIABAIHA
HECIopa3yMa Ha IpUjaTe/bCKH HaYMH.

(2) ¥ cyuajy na ce cniop He pewn Ha 0BoM HUBOY, 06a xonpezacesasajyha 3ajesanuke
komucuje he mpeamer yerynuru CTpaHama Ha pelnaBare, 3BAHMYHEM MyTEM, YKOJIHKO TO
Oyne norpebHoO.

Yanan 14.
H3mene u qonyne

Crpane Mory j1a usmene u omyse MoP y 6uio xoje Bpeme, 3aJe/THUYKOM MTHCAHOM

carnacHomhy. Ycaryiamene uzmene u nonyxe crynuhe Ha CHary, y ckiany ca umaHom 16.
oBor MoP.

Yaan 15.
OTrkasupame Memopanayma

(1) Craka ox Crpana moxe na otkaxe MoP nmcanuM oGasernrerbem apyroj Crpan.
MoP he npecTat 1a Baku 1IeCT MeCEIM HAKOH IPHjeMa TAKBOT ITHCAHOT 06aBeIITCbA.

(2) Y cnyuajy npecranka Bakema MoP, ¢cBe akTHBHOCTH 3anoueTe y MEPUOY HBEroBor
Bakerba Ouhie peannsopame MO HCTHM YCIOBMMA TOJT KOjHMA CY U 3aIi0ueTe.

(3) Y cnyuajy npecranka paxema MoP, yrosopu us wiana 4. cras (2) MoP, ocrajy u
llaJbe Ha CHA3H, OCHM aKO THM YyroBOpHMa HHje Apyrauuje npesuheno.

Ynan 16.
Cryname Ha CHATY M IIePHO/ BAXK( A

(1) OBaj MoP cryna Ha cHary naHoM TipHjeMa MOCHENEr 00aBelTerba KOJUM ce
Crpane melhycobHo obGaBewmrrasajy ja cy, y CKIajy ca HAlHOHATHHM 3aKOHO/IaBCTBOM,
CIIpOBEJIE MOCTYTAK KOJU je HEONXO/1aH 3a CTYIIake Ha cHary MoP.

(2) OBaj MoP ocraje Ha cuasu 5 (11eT) roguHa U MOXKe OUTH AyTOMATCKU TNPOAYKEH Ha
TICPHO/L Ol Hape/IHKX 5 (IIeT) FOJMHa, 0cuM aKo Griio koja 011 CTpaHa, HCAHNM ITyTeM, He 00aBecTH
apyry Crpany o cBojoj Hamepu aa otkaxe MoP.

T —




Cauumeno y Ilaxaptu, I3 2011. roxuHe, y 1IBa HCTOBETHA
NpAMEpKa Ha CPIICKOM, HHIOHEKAHCKOM M EHIJIECKOM je3HMKy. Y cly4ajy pasjiuka y
TyMauewy MoP, MepoiaBaH je TEKCT Ha €HTJIECKOM je3HKY.

3A BJIALY 3A BJIALY
PEITYBJIMKE MHIOHE3WIE PEITYBJIMKE CPBUIE
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REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA

ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Repubiic of
Serbia (hereinafter referred to as ‘Parties”),

Considering the friendly and cooperative relations existing between the two
Countries, Governments and People, '

Desiring to enhance and strengthen the existing bilateral relations between the two
countries through cooperative activities in the field of defence,

Taking into account the goals and principles of the United Nations Charter to
contribute to the peace in the world,

Acting in the spirit of partnership and cooperation with a wish to develop good
relations in the field of defence, in order to enhance mutual esteem, confidence and
understanding,

Recognizing that the strengthening cooperation in the field of defence will be
beneficial to both national defences, particularly Armed Forces,

Pursuant to the prevailing laws and regulations in the respective countries,

Have agreed as follows:




ARTICLE |
DEFINITIONS

The terms used in this Memorandum of Understanding (MoU) are defined as follows:

“Sending Party” means the country that sends personnel, assets and
equipment to the territory of the Receiving Party;

“Receiving Party” means the country in the territory of which the personnel,
assets and equipment of the Sending Party are located,

“Personnel” means military personnel and civilians employed within the
institutions and bodies of the Parties.

ARTICLE Il
OBJECTIVE

The objective of this MoU is to establish general principles and procedures for
the cooperation between the Parties in the field of defence.

The Parties shall cooperate on the basis of the principles of equality,
reciprocity and mutual interests, and full respect of the sovereignty and
territorial integrity of the respective countries.

ARTICLE lll
COMPATIBILITY WITH OTHER AGREEMENTS

This MoU shall not affect the rights and obligations of the Parties arising from
international agreements which they have either individually or together concluded
with other states or international organizations.

ARTICLE IV
COMPETENT AUTHORITIES

The Competent Authorities in charge of the implementation of this MoU are
the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of
Defence of the Republic of Serbia.

For the purpose of the implementation of this MoU, the Competent Authorities
of the Parties may conclude supplementary arrangements.




ARTICLE V
AREAS OF COOPERATION

The Parties may cooperate in the following areas:

Defence and Strategic Policy;

Logistic Support and Defence Industry Cooperation,

Education and Training, and

Other areas of mutual interest to be agreed upon by the Parties or their
Competent Authorities.

ARTICLE VI
FORMS OF COOPERATION

The cooperation between the Parties may be carried out through:

Official visits;

Defence and Strategic Dialogue,

Intelligence Exchange,

Exchange of experience and consultations:

Training and education programmes;

Participation in conferences, symposiums and seminars:

Procurement of defence material, transfer of technology, technical assistance
of defence industry cooperation, and

Other forms of cooperation to be agreed upon by the Parties or their Competent
Authorities.

ARTICLE Vi
JOINT COMMITTEE

A joint Committee shall be established to effectively achieve the purposes of
this MoU.

The Meeting shall be co-chaired by the appropriate senior defence officials
from both Parties.

The Joint Committee shall:

Identify the common concern and interest,

Recommend cooperative activities and programmes within the
framework of this MoU,

Coordinate, monitor and control the implementation of the cooperative
activities and programmes,




Review and evaluate the implementation of this MoU,

Submit report to the respective Defence Ministers of both Parties,

Settle any difference or divergence of views on the implementation of
this MoU.

The composition of the members of the Joint Committee shall be mutually
agreed by both Parties.

The Joint Committee shall meet once in two years or as and when it deems
necessary at a place and date as mutually agreed.

The Joint Committee may establish sub-committees as and when it deems
necessary for carrying out cooperation activities, programmes, or other
specific tasks. The sub-committees shall report to the Joint Committee.

ARTICLE Vili
EXCHANGE OF INFORMATION

During the implementation of this MoU the Parties shall exchange solely
unclassified information.

The exchange and protection of classified information shall be subject to a
separate agreement.

ARTICLE IX
EXPENSES

The Party hosting the Joint Committee meeting in its territory shall bear the
costs of meeting and local hospitality, incurred in convening such meeting.
Each Delegation of the Parties shall bear its own travel expenses in respect of
its attendance at the meetings.

Other expenses incurred in the implementation of this MoU are subject to a

separate financial arrangement to be concluded between both Parties.

ARTICLE X
PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

During the implementation of this MoU, the Parties may conclude a separate
agreement on the protection of intellectual property rights.




ARTICLE XI
GENERAL PROVISIONS

The Personnel of the Sending Party is obliged to comply with the laws,
regulations and procedures of the Receiving Party in course of the activities
conducted under this MoU in the territory of the Receiving Party.

The disciplinary authority for the Personnel of the Sending Party is vested in
their Commander, or the senior civil servant or the military representative in
the territory of the Receiving Party.

For any criminal act committed in the territory of the Receiving Party, the
Personnel of the Sending Party shall be under the criminal jurisdiction of the
Receiving Party.

Each Party waives any claim to compensation in case of death, injury or
damage that might occur to the Party’s Personnel or property arising from the
acts or omissions caused by the Personnel of the other Party during the
implementation of this MoU.

As an exception to paragraph (4) of this Article, compensations may be
claimed in case that this act or omission has occurred due to wilful misconduct
or gross negligence. In such a case, the claims shall be settled through direct
negotiations between the Parties without being referred to a third party for
settlement.

In case of death, injury or damage caused to a third party by the Personnel of
the Parties while acting under this MoU, the Parties shall agree on the
payment of indemnification. If agreement cannot be reached, the case shall be
referred to the competent tribunals of the country in which the incident that
inflicted the damage took place.

ARTICLE Xl
MEDICAL CARE

In case of necessity, the Receiving Party shall provide emergency medical and dental
care without reimbursement for the Personnel of the Sending Party while on its
territory for the purpose of the implementation of this MoU.




ARTICLE Xl
SETTLEMENT OF DISPUTES

In the event of any dispute concerning the interpretation and implementation
of the present MoU, both Parties shall hold talks at the Joint Committee level
in order to settle the dispute amicably.

In the event of a failure of settlement at this level, both Co-Chairmen of the
Joint Committee shall refer the matter to the Parties, if necessary through
official channels.

ARTICLE XIV
AMENDMENTS

The Parties may make any amendments to this MoU at any time upon mutual written
consent. The agreed amendments shall enter into force according to Article 16 of this
MoU.

ARTICLE XV
TERMINATION

Either Party may withdraw from this MoU by sending a written notification to
the other Party. The MoU terminates six months upon the receipt of such a
written notification.

In case this MoU is terminated, all the activities initiated in the period when
this MoU was in force shall be carried out under the same conditions that
applied when the activities were initiated.

In case of termination of this MoU the arrangements from Article 4, paragraph
2, of this MoU shall remain in force, unless otherwise stipulated by those
arrangements.

ARTICLE XVI
ENTRY INTO FORCE AND DURATION

This MoU enters into force on the date of receipt of the second notification by
which the Parties inform each other of the fulfilment of their internal procedures
necessary for the MoU to enter into force, in accordance with their respective
national legislation.




This MoU shall remain in force for a period of 5 (five) years and may be
automatically extended for another 5 (five) years unless either party notifies
either Party in writing of its intention to terminate this MoU.

Done in 13™  on September 20 U in two original copies in the
Indonesian, the Serbian and the English Ianguages In case of discrepancies in the
interpretation of this MoU the English language version shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA THE REPUBLIC OF SERBIA

PURN O YUSGIANTORO N SUTANOVAC
MINI ER OF DEFENCE MI TER OF DEFENCE




Salinan naskah resmi
Certified true copy
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Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia

Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal _: \\ Desember 2018
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